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DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
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A S L I KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL 4
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI
NOMOR 4050/22/01/DPM-PTSP/VII/2022 GR ATIﬂ
TENTANG Bl dolud

1ZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
“SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)"

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI,

Menimbang - a.  bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara satuan
pendidikan nonformal = dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu
diterbitkan izin penyelenggaraan satuan pendidikan  nonformal lembaga kursus dan
pelatihan (LKP);

b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Sinjai Nomor : 0365/26.a/01/DPMPTSP/I/2018 tentang . Izin
Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Sinjai
telah habis masa berakunya sejak tanggal 3 Januari 2022, maka perlu diterbitkan izin
operasional penyelenggaraan yang baru;;

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b dipandang
perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai tentang lzin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan

_ Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sinjai;

Mengingat © 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukari Daerah Tingkat Il di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan' Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republlk liss
Indonesia Nomor 4846); iy

4. - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republlk i
Indonesia Nomor 5038); L el

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- o
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan e
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); el

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daarah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara_ Republlk
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakmr dengan Undang-,
Undang Nomor © Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang—Undang Nomor 23 .

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara. Republlk Indone5|a Tahun :
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5679); - N e

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemenntahan (Lembaran N
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republlk
Indonesia Nomor 5601);

8. Undang — Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang—Undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang' Perlindungan ‘/Anak (Lembaran Negara Republik Indonesm Tahun
2014 Nomor 297, Tambahan'Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5606); N T

9. Peraturan 'Pemerintah’ Nomor 66 Tahun ' 2010 tentang ' Perubahan ' Atas’, Peraturan
Pamenntah Nomor 17 Tahun 2010 1entang pengelolaan’ dan' Penyelenggaraan Pendidikan’ '\ 7=
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia’ Tahun \2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran

_ Negara Republik Indonesia Nomor 5157) UUSATU PINTU DINAS PENANAMAN § N TERE

10. Peraturan Pemerintah’ Nomor 96 Tahun' 2012 tentang |Pelaksanaan Undang- Undang Nomor { TERF

' 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik' lndonesna Tahun !

o ..2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Repubhk lndonesm Nomor 5357); \

11, Peraturan Pemenntah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas’ Peraturan

A Pemennlah Nomor 19 Tahun 2005 (emang Standar Nasnonal Pendldlkan (Lembaran Negara

i Repub"k Indonesna Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republlk
o Indonesia Nomor 5670) : L U oAl

q12: Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 20 \Tahun 2008 ientang Pedoman Orgamsam dan

Tata Kerla Unlt Pelayanaan Perlzlnan Temadu dl Daerah
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